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WALIKOTA SINGKAWANG 

PROVINS! KALIMANTAN BA 

PERATURAN DAERAH KOTA SING WANG 

NOMOR 8 TAHUN 2018 

TENTANG 

PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS TE HADAP PERUMAHAN 

Menimbang 

Mengingat 

KUMUH DAN PERMUKIMAN KU UH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG M 

WALIKOTA SINGKAWANG, 

bahwa untuk melaksanakan kete uan Pasal 98 ayat (3) 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2 11 tentang Perumahan 

dan Kawasan Permukiman, perlu membentuk Peraturan 

Daerah tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas 

Terhadap.Perumahan Kumuh dan R rmukiman Kumuh; 

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang­

Republik Indonesia Tahun 194 

Dasar Negara 

2 . Undang-Undang Nomor 12 2001 tentang 

Pembentukan Kota Singkaw ng (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 200 Nomor 46, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Ind nesia Nomor 4119); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang 

Bangunan Gedung (Lemba an Negara Republik 

Indonesia Tahun 2002 134, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Ind nesia Nomor 4247) ; 

4. Undang-Undang Nomor 1 

Perumahan dan Kawasan 

Negara Republik Indonesia . 

2011 tentang 

(Lembaran 

Nomor 7, 

Tambahan Lembaran Negara Re ublik Indonesia Nomor 

5188); 



5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik 1 ndonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lem an Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lemb an Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 2 4 Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia No or 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali te akhir dengan Undang­

Undang Nomor 9 Tahun 20 5 tentang Perubahan 

Kedua atas Undang-Undang omor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daer h (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 20 5 Nomor 58 Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Le baran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 2 2 Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia No 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2016 tentang 

Penyelenggaraan Dan Kawasan 

Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 101, Taml"iahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 588 ); 

9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Pekerjaan Umum 

dan Perumahan 14/PRT/M/2018 

tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas 

terhadap Perumahan Kumuh d Permukiman Kumuh 

(Berita Negara Republik Indon sia Tahun 2018 Nomor 

785); 

10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunam Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 

Nomor 4, Tambahan Le baran Daerah Kota 

Singkawang Nomor 51); 
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Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KO A SINGKAWANG 

dan 

Menetapkan 

WALIKOTA SINGKAWANG 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN DAERAH TENTAN 

PENINGKATAN KUALITAS 

KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMU 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal l 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kota Singkawang. 

PENCEGAHAN DAN 

PERU MAHAN 

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah seba ai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memrmpm pelaksanaan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan daer 1 otonom. 

3. Walikota adalah Walikota Singkawang. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang sela.Iljutnya disingkat DPRD 

adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kota Singkawang yang 

berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pe erintahan Daerah. 

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wa ikota dan DPRD dalam 

penyelenggaraan urusan pemerintahan yan menjadi kewenangan 

daerah. 

6. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal 

yang layak huni, sarana pembinaan keluarga cerminan harkat dan 

martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya. 

7 . Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari Permukiman, 

baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilen api dengan Prasarana, 

Sarana, dan Utilitas Umum sebagai hasil upaya ipemenuhan rumah yang 

layak huni. 

8 . Permukiman adalah bagian dari lingkungan h nian yang terdiri atas 

lebih dari satu satuan Perumahan yang mempu yai Prasarana, Sarana, 

Utilitas Umum, serta mempunyai penunjang egiatan fungsi lain di 

kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan. 



9. Penyelenggaraan Perumahan dan Kawa Pennukiman adalah 

kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfltan, dan pengendalian, 

tennasuk di dalamnya pengembangan kelem agaan, pendanaan dan 

sistem pembiayaan, serta peran masyarakat ang terkoordinasi dan 

terpadu. 

10. Perumahan Kumuh adalah Perumahan yang mengalami penurunan 

kualitas fungsi sebagai tempat hunian. 

11. Pennukiman Kumuh adalah Pennukiman yang tidak layak huni karena 

ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadat bangunan yang tinggi, 

dan kualitas bangunan serta Sarana dan Prasarana yang tidak 

memenuhi syarat. 

12. Pencegahan adalah tindakan yang dilaku untuk menghindari 

tumbuh dan berkembangnya Perumahan Ku uh dan Pennukiman 

Kumuh baru. 

13. Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Pennukiman 

Kumuh adalah upaya untuk meningkatkan alitas bangunan, serta 

Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum. 

14. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik li 1 gkungan hunian yang 

memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang 

layak, sehat, aman, dan nyaman. 

15. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan huni yang berfungsi untuk 

mendukung penyelenggaraan dan pengemb 

budaya, dan ekonomi. 

16. Utilitas Umum adalah kelengkapan 

lingkungan hunian. 

g untuk pelayanan 

17. Pemeliharaan adalah kegiatan menjaga keantlalan Perumahan dan 

Pennukiman beserta Prasarana, Sarana dan U · itas Umum agar tetap 

laik fungsi. 

18. Perbaikan adalah pola penanganan deng titik berat kegiatan 

Perbaikan dan pembangunan Sarana dan Prasarana lingkungan 

tennasuk sebagian aspek tata bangunan. 

19. Pemugaran adalah kegiatan yang dilakukan un k Perbaikan dan/atau 

pembangunan kembali Perumahan dan ennukiman menjadi 

Perumahan dan Pennukiman yang layak huni. 

20. Peremajaan adalah kegiatan perombakan dan penataan mendasar 

secara menyeluruh meliputi rumah dan Prasar a, Sarana, dan Utilitas 

Umum Perumahan dan Pennukiman. 



21. Pemukiman Kembali adalah kegiatan memindahkan masyarakat 

terdampak dari lokasi Perumahan Kumuh a u Permukiman Kumuh 

yang tidak mungkin dibangun kembali kare a tidak sesuai dengan 

rencana tata ruang dan/ atau rawan bencana. 

22. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah 

dokumen rencana tata ruang yang mengatur eruntukan fungsi pada 

seluruh wilayah perkotaan dan administrasi kecamatan dalam wilayah 

Ko ta. 

23. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yan selanjutnya disingkat 

RTBL adalah merupakan penjabaran detil dari okumen Rencana Tata 

Ruang Wilayah Kota dan berfungsi sebagai acuan bagi pemerintah kota 

dalam menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan. 

24. Kearifan Lokal adalah nilai luhur yang berlak dalam tata kehidupan 

masyarakat untuk mewujudkan Perumahan an Permukiman yang 

sehat, aman, serasi, dan teratur. 

25. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau 

26. Badan Hukum adalah badan hukum yang did. · an oleh warga negara 

Indonesia yang kegiatannya di bidang penyelen . araan Perumahan dan 

kawasan Permukiman. 

27. Kelompok Swadaya Masyarakat adalah orang yang 

menyatukan diri secara sukarela dalam kelomppk dikarenakan adanya 

ikatan pemersatu, yaitu adanya visi, kepenting , dan kebutuhan yang 

sama, sehingga kelompok tersebut memiliki ke 

dicapai bersama. 

BAB II 

MAKSUD, TUJUAN, DAN LING 

Pasal 2 

aan tujuan yang ingin 

(1) Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pe oman bagi Pemerintah 

Daerah dalam penyelenggaraan Pencegahan d Peningkatan Kualitas 

terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman 

(2) Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mencegah tumbuh dan 

berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru 

serta meningkatkan mutu kehidupan dan pe ghidupan masyarakat 

melalui Penyelenggaraan Perumahan dan Kaw san Permukiman yang 

sehat, aman, serasi, dan teratur. 



Pasal 3 

Lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini me "puti: 

a. pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh 

dan Permukiman Kumuh baru; 

b. peningkatan Kualitas terhadap Perumahan K muh dan Permukiman 

Kumuh; dan 

c. kerja sama, peran masyarakat, dan Kearifan Lokal. 

BAB III 

PENCEGAHAN TERHADAP TUMBUH DAN B RKEMBANGNYA 

PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN UMUH BARU 

Bagian Kesatu 

Bentuk dan Tata Cara 

Pasal 4 

Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya erumahan Kumuh dan 

Permukiman Kumuh dilaksanakan melalui: 

a. pengawasan dan pengendalian; dan 

b. pemberdayaan masyarakat. 

Paragraf 1 

Pengawasan dan Pengendaliam 

Pasal 5 

(1) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 

huruf a dilakukan atas kesesuaian terhadap: 

a. perIZinan; 

b. standar teknis; dan 

c. kelaikan fungsi. 

(2) Kesesuaian terhadap perIZinan teknis sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan pada tahap 

(3) Kesesuaian terhadap kelaikan fungsi sebagaim a dimaksud pada ayat 

( 1) huruf c dilakukan pada tahap pemanf; atan Perumahan dan 

Permukiman berdasarkan perizinan. 



( 1) 

Pasal 6 

Kesesuaian terhadap standar teknis dan kelGl..1..1:1'.c:uJ. fungsi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 5 ayat(l) hurufb dan hu f c dilakukan terhadap 

pemenuhan standar teknis: 

a. bangunan gedung; 

b. jalan lingkungan; 

c. penyediaan air minum; 

d. drainase lingkungan; 

e. pengelolaan air limbah; 

f. pengelolaan persampahan; dan 

g. proteksi kebakaran. 

(2) Kesesuaian terhadap standar teknis dan kelaiRan fungsi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pe 1 enuhan standar teknis 

dan kelaikan fungsi sesuai dengan ketentu 

undangan. 

Pasal 7 

peraturan perundang-

Pengawasan dan pengendalian terhadap tumbuh dan berkembangnya 

Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru ebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 4 huruf a dilakukan dengan cara: 

a. pemantauan; 

b. evaluasi; dan 

c. pelaporan. 

Pasal 8 

(1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pa 7 huruf a merupakan 

kegiatan pengamatan yang dilakukan secara: 

a . langsung; dan/ atau 

b. tidak langsung. 

(2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh 

Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran syarakat. 

(3) Pemantauan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a dilakukan melalui pengamatan gan pada lokasi yang 

terindikasi berpotensi menjadi kumuh. 

(4) Pemantauan secara tidak langsung sebagaiman dimaksud pada ayat (1) 

huruf b dilakukan berdasarkan: 

a. data dan informasi mengenai kondisi ek isting Perumahan dan 

kawasan Permukiman; dan 

b. pengaduan masyarakat maupun media ma sa. 



(5) Pemantauan terhadap tumbuh dan berkembanfya Perumahan Kumuh 

dan Permukiman Kum uh barn sebagaimana imaksud pada ayat ( 1) 

dilakukan secara berkala dan sesuai dengan ke utuhan. 

Pasal 9 

(1) Evaluasi untuk Pencegahan tumbuh dan ber embangnya Perumahan 

Kumuh dan Permukiman Kumuh barn sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 7 huruf b merupakan kegiatan penilaian secara terukur dan 

obyektif terhadap hasil pemantauan. 

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan oleh 

Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran ffiflSyarakat. 

(3) Pemerintah Daerah dapat dibantu oleh ahli y g memiliki pengalaman 

dan pengetahuan memadai dalam bidang Pe , mahan dan kawasan 

Permukiman. 

(4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menilai 

kesesuaian Perumahan dan Permukiman terha 

a. perizinan dan standar teknis pada tahap erencanaan dan tahap 

pembangunan; dan 

b . kelaikan fungsi pada tahap pemanfaatan. 

(5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada at (1) disertai dengan 

rekomendasi Pencegahan tumbuh dan berk mbangnya Perumahan 

Kumuh dan Permukiman Kumuh barn. 

Pasal 10 

( 1) Pelaporan untuk Pencegahan tumbuh dan berkiembangnya Perumahan 

Kumuh dan Permukiman Kumuh baru sebag~r:ana dimaksud dalam 

Pasal 7 huruf c merupakan kegiatan penyamµ,aian hasil pemantauan 

dan evaluasi. 

(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan oleh 

Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran m syarakat. 

(3) Pemerintah Daerah dapat dibantu oleh ahli y g memiliki pengalaman 

dan pengetahuan memadai dalam bidang Perumahan dan Permukiman. 

(4) Pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi seba aimana dimaksud pada 

ayat ( 1) dijadikan dasar bagi Pemerintah Daeralh untuk melaksanakan 

upaya pencegahan tumbuh dan berkembangnya erumahan Kumuh dan 

Permukiman Kumuh baru sesuai dengan kebutuhan. 



Pasal 11 

Dalam hal hasil pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 10 terdapa ketidaksesuaian maka 

Pemerintah Daerah dan/ atau Setiap Orang melakukan upaya penanganan 

sesuai dengan kewenangannya. 

Paragraf 2 

Pemberdayaan Masyarakat 

Pasal 12 

(1) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimak ud dalam Pasal 4 huruf 

b dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui: 

a. pendampingan; dan 

b. pelayanan informasi. 

(2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pa a ayat ( 1) huruf a 

dimaksudkan untuk meningkatkan kapasit s masyarakat melalui 

fasilitasi pembentukan dan fasilitasi peningkafan kapasitas Kelompok 

Swadaya Masyarakat. 

(3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan 

kegiatan pelayanan kepada masyarakat dalam ntuk: 

a. penyuluhan; 

b. pembimbingan; dan 

c. bantuan teknis. 

(4) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

dimaksudkan untuk membuka akses informasi bagi masyarakat dalam 

bentuk pemberitaan dan pemberian informas hal-hal terkait upaya 

Pencegahan Perumahan Kumuh dan Permukim Kumuh. 

Pasal 13 

(1) Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pa 12 ayat (3) huruf a 

merupakan kegiatan pembelajaran untuk men· gkatkan pengetahuan, 

kesadaran dan keterampilan masyarakat terkrut Pencegahan terhadap 

tumbuh dan berkembangnya Perumahan Ku uh dan Permukiman 

Kum uh. 

(2) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ay t ( 1) dapat dilakukan 

secara langsung dan/ atau tidak langsung den an menggunakan alat 

bantu dan/atau alat peraga. 



Pasal 14 

(1) Pembimbingan sebagaimana dimaksud dalam Basal 12 ayat (3) huruf b 

merupakan kegiatan untuk memberikan perunjuk atau penjelasan 

mengenai cara untuk mengerjakan kegiatan 

tertentu terkait Pencegahan terhadap tumb 

Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. 

tau larangan aktivitas 

dan berkembangnya 

(2) Pembimbingan sebagaimana dimaksud pada ay t (1) dapat berupa: 

a. pembimbingan kepada kelompok masyar 

b. pembimbingan kepada masyarakat peror 

c. pembimbingan kepada dunia usaha. 

Pasal 15 

Bantuan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pa 

meliputi fasilitasi: 

a. penyusunan perencanaan; 

12 ayat (3) huruf c 

b. penyusunan norm.a, standar, prosedur, dan kri ria; 

c. penguatan kapasitas kelembagaan; 

d. pengembangan alternatif pembiayaan; dan/ ata 

e. persiapan pelaksanaan kerja sama Pemerintah IDaerah dengan swasta. 

Pasal 16 

Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a 

dilaksanakan dengan ketentuan tata cara sebagai be · ut: 

a. dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui erangkat Daerah yang 

bertanggung jawab dalam urusan dan kawasan 

Permukiman; 

b. dilaksanakan secara berkala untuk tumbuh dan 

berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permu · an Kumuh baru; 

c. dilaksanakan dengan melibatkan ahli, aka emisi dan/ atau tokoh 

masyarakat yang memiliki pengetahuan dan pengalaman memadai 

dalam bidang Perumahan dan kawasan Permu · an; 

d. dilaksanakan dengan menentukan lokasi Perumahan dan Permukiman 

yang membutuhkan pendampingan; 

e. dilaksanakan dengan terlebih dahulu mempelajari pelaporan hasil 

pemantauan dan evaluasi yang telah dibuat baik secara berkala maupun 

sesuai kebutuhan atau insidental; dan 

f. dilaksanakan berdasarkan rencana pelaksanaan dan alokasi anggaran 

yang telah ditentukan sebelumnya. 



Pasal 17 

(1) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud alam Pasal 12 ayat (1) 

huruf b meliputi pemberian informasi mengenai: 

a. rencana tata ruang; 

b. penataan bangunan dan lingkungan; 

c. perizinan; dan 

d. standar teknis dalam bidang Peru ahan dan kawasan 

Permukiman. 

(2) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

dilakukan secara langsung dengan sosialisa i dan/atau diseminasi 

maupun secara tidak langsung melalui media el ronik dan/ atau media 

cetak. 

BAB II 

PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERU HAN KUMUH DAN 

PERMUKIMAN KUMUH 

Bagian Kesatu 

Kriteria dan Tipologi 

Paragraf 1 

Kriteria Perumahan Kumuh dan Permuki an Kumuh 

Pasal 18 

(1) Kriteria Perumahan Kumuh merupakan 

kriteria yang digunakan untuk menentukan k disi kekumuhan pada 

Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. 

(2) Kriteria Perumahan Kumuh dan Permukim Kumuh sebagaimana 

dimaksud pada ayat ( 1) merupakan kriteria ke muhan ditinjau dari: 

a. bangunan gedung; 

b. jalan lingkungan; 

c. penyediaan air minum; 

d. drainase lingkungan; 

e. pengelolaan air limbah; 

f. pengelolaan persampahan; dan 

g. proteksi kebakaran. 



Pasal 19 

( 1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari bangunan gedung sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a mendakup: 

a. ketidakteraturan bangunan; 

b. tingkat kepadatan bangunan yang tinggi y g tidak sesuai dengan 

ketentuan rencana tata ruang; dan/ atau 

c. kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat. 

(2) Ketidakteraturan bangunan sebagaimana dim sud pada ayat ( 1) huruf 

a merupakan kondisi bangunan gedung ada Perumahan dan 

Permukiman: 

a. tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dalam RDTR dan RTBL, 

paling sedikit pengaturan bentuk, be perletakan, dan 

tampilan bangunan pada suatu zona; dan/ 

b. tidak memenuhi ketentuan tata bangu an dan tata kualitas 

lingkungan dalam RTBL, paling sed · t pengaturan blok 

lingkungan, kapling, bangunan, ketin~ dan elevasi lantai, 

konsep identitas lingkungan, konsep ori ntasi lingkungan, dan 

wajah jalan. 

{3) Tingkat kepadatan bangunan yang tinggi y g tidak sesuai dengan 

ketentuan rencana tata ruang sebagaimana ·maksud pada ayat (1) 

huruf b merupakan kondisi bangunan gedun pada Perumahan dan 

Permukiman dengan: 

a. Koefisien Dasar Bangunan yang melell>ihi ketentuan RDTR, 

dan/atau RTBL; dan/atau 

b. Koefisien Lantai Bangunan yang melebihi 1 etentuan dalam RDTR 

dan/atau RTBL. 

(4) Kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf c merupakan kondisi gunan gedung pada 

Perumahan dan Permukiman yang tidak ses ai dengan persyaratan 

teknis. 

(5) Persyaratan teknis bangunan gedung sebagaim a dimaksud pada ayat 

(4) terdiri atas: 

a. persyaratan tata bangunan; dan 

b. persyaratan keandalan bangunan gedung. 



(6) Persyaratan tata bangunan sebagaimana dimaMsud pada ayat (5) huruf 

a terdiri atas: 

a. peruntukan lokasi dan intensitas bangun gedung; 

b. arsitektur bangunan gedung; 

c. pengendalian dampak lingkungan; 

d. RTBL; dan 

e. pembangunan bangunan gedung di atas dan/ atau di bawah tanah, 

air dan/atau Prasarana/Sarana umum. 

(7) Persyaratan keandalan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada 

ayat (5) huruf b terdiri atas: 

a. persyaratan keselamatan bangunan gedun 

b. persyaratan kesehatan bangunan gedung; 

c. persyaratan kenyamanan bangunan gedun ; dan 

d. persyaratan kemudahan bangunan gedung 

Pasal 20 

Dalam hal kota belum memiliki RDTR dan/ atau RTBL, maka penilaian 

ketidakteraturan dan kepadatan bangunan dilakukan dengan merujuk pada 

persetujuan mendirikan bangunan untuk jangka w u sementara. 

Pasal 21 

( 1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari jalan li gkungan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b menc kup: 

a. jaringan jalan lingkungan tidak melay i seluruh lingkungan 

Perumahan atau Permukiman; dan/ atau 

b. kualitas permukaanjalan lingkungan buru 

(2) Jaringan jalan lingkungan tidak melayan seluruh lingkungan 

Perumahan atau Permukiman sebagaimana d aksud pada ayat (1) 

huruf a merupakan kondisi dimanajaringan jal 1 tidak terhubung antar 

dan/atau dalam suatu lingkungan Perumahan tau Permukiman. 

(3) Kualitas permukaan jalan lingkungan buruk sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi seba . ·an atau seluruh jalan 

lingkungan terjadi kerusakan permukaan jalan ang meliputi retak dan 

perubahan bentuk. 



Pasal 22 

(1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari penyediaan · minum sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c men<f11rup: 

a. akses aman air minum tidak tersedia; danAatau 

b. kebutuhan air minum minimal setiap indi ·du tidak terpenuhi. 

(2) Akses aman air minum tidak tersedia sebagaim a dimaksud pada ayat 

( 1) huruf a merupakan kondisi dimana masyarakat tidak dapat 

mengakses air minum yang memenuhi syarat kualitas sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Kebutuhan air minum minimal setiap 

sebagaimana dimaksud pada ayat 

dimana kebutuhan air rmnum 

ividu tidak terpenuhi 

merupakan kondisi 

t dalam lingkungan 

Perumahan atau Permukiman tidak mencap minimal sebanyak 60 

(enam puluh) liter/ orang/hari. 

Pasal 23 

( 1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari drainase 

dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf d men up: 

a. drainase lingkungan tidak tersedia; 

sebagaimana 

b. drainase lingkungan tidak mampu mengali kan limpasan air hujan 

sehingga menimbulkan genangan; dan/ ata 

c. kualitas konstruksi drainase lingkungan b ruk. 

(2) Drainase lingkungan tidak tersedia sebagaiman dimaksud pada ayat ( 1) 

huruf a merupakan kondisi dimana saluran t rsier dan/atau saluran 

lokal tidak tersedia, dan/ atau tidak terhubung dengan saluran pada 

hierarki di atasnya sehingga menyebabkan air 

menimbulkan genangan. 

(3) Drainase lingkungan tidak mampu mengalir limpasan air hujan 

sehingga menimbulkan genangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b merupakan kondisi dimana jaringan dr: 'nase lingkungan tidak 

mampu mengalirkan limpasan air sehingga enimbulkan genangan 

dengan tinggi lebih dari 30 cm (tiga puluh sen · ' eter) selama lebih dari 

2 (dua) jam dan terjadi lebih dari 2 (dua) kali se un. 

(4) Kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf c merupakan kondisi dim a kualitas konstruksi 

drainase buruk karena berupa galian tanah tanpa material pelapis atau 

penutup atau telah terjadi kerusakan. 



Pasal 24 

( 1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari pengelolaan air limbah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf e men p: 

a . sistem pengelolaan air limbah tidak meme uhi persyaratan teknis; 

dan/atau 

b. Prasarana dan Sarana pengelolaan air 

persyaratan teknis. 

bah tidak memenuhi 

(2) Sistem pengelolaan air limbah tidak memenuhi ersyaratan teknis yang 

berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat ( ) huruf a merupakan 

kondisi dimana pengelolaan air limbah pada ·ngkungan Perumahan 

atau Permukiman tidak memiliki sistem yang m madai, yaitu terdiri atas 

kakus/kloset yang terhubung dengan tangfi septik baik secara 

individual/ domestik, komunal maupun terpusal. 

(3) Prasarana dan Sarana pengelolaan air Ii tidak memenuhi 

persyaratan teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b 

merupakan kondisi Prasarana dan Sarana pen elolaan air limbah pada 

Perumahan atau Permukiman dimana: 

a . kakus/kloset tidak terhubung dengan tan · septik; atau 

b. tidak tersedianya sistem pengolahan limbah setempat atau 

terpusat. 

Pasal 25 

( 1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari persampahan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) uruf f mencakup: 

a. prasarana dan sarana persampahan tidak memenuhi persyaratan 

teknis ; dan/ atau 

b . sistem pengelolaan persampahan tidak emenuhi persyaratan 

teknis. 

(2) Prasarana dan Sarana persampahan tidak meme uhi persyaratan teknis 

sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a me upakan kondisi dimana 

Prasarana dan Sarana persampahan pada lingkilngan Perumahan atau 

Permukiman tidak memadai sebagai berikut: 

a . tempat sampah dengan pemilahan sampab. pada skala domestik 

atau rumah tangga; 

b. tempat pengumpulan sampah atau tempa1J pengumpulan sampah 

reduce, reuse, recycle pada skala lingkung 

c. sarana pengangkut sampah pada skala lin ungan; dan 

d. tempat pengolahan sampah terpadu pada s ala lingkungan. 



(3) Sistem pengelolaan persampahan tidak meme uhi persyaratan teknis 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufi b merupakan kondisi 

dimana pengelolaan persampahan pada ling ngan Perumahan atau 

Permukiman tidak memenuhi persyaratan seba ai berikut: 

a. pewadahan dan pemilahan domestik; 

b. pengurnpulan sampah lingkungan; 

c. pengangkutan sampah lingkungan; dan 

d. pengolahan sampah lingkungan. 

Pasal 26 

(1) Kriteria kekurnuhan ditinjau dari proteksi ebakaran sebagairnana 

dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf g rnen4*up: 

a. prasarana proteksi kebakaran tidak tersedi ; dan 

b. sarana proteksi kebakaran tidak tersedia. 

(2) Prasarana proteksi kebakaran tidak tersedia ebagairnana dirnaksud 

pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi dirnan tidak tersedianya: 

a. pasokan air yang diperoleh dari sumber al 

b. jalan lingkungan yang rnernudahkan mas 

pemadam kebakaran; 

maupun buatan; 

keluarnya kendaraan 

c. sarana kornunikasi untuk pemberitahua terjadinya kebakaran; 

dan/atau 

d . data tentang sistem proteksi kebakaran i ·, 

diakses. 

(3) Sarana proteksi kebakaran tidak tersedia seba · ana dirnaksud pada 

ayat ( 1) huruf b terdiri atas: 

a . alat pemadam api ringan; 

b. kendaraan pemadam kebakaran; dan/atau 

c. mobil tangga sesuai dengan kebutuhan. 

Paragraf 2 

Tipologi Perumahan Kumuh dan Permu · an Kumuh 

Pasal 27 

(1) Tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh merupakan 

pengelompokan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh 

berdasarkan letak lokasi secara geografis. 



(2) Tipologi Perumahan Kumuh dan Permukim ' Kumuh sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) , terdiri atas: 

a. di atas air; 

b . di tepi air; 

c. di dataran rendah; 

d. di perbukitan; dan/atau 

e. di daerah rawan bencana. 

Pasal 28 

Ketentuan lebih lanjut mengenai ilustrasi kriteria erumahan Kumuh dan 

Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud dal~ Pasal 18 ayat (2) dan 

ilustrasi tipologi Perumahan Kumuh dan Permukimk Kumuh sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) diatur dengan Per turan W alikota. 

Bagian Kedua 

Penetapan Lokasi 

Paragraf 1 

Umum 

Pasal 29 

( 1) Penetapan lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh 

didahului proses pendataan yang dilakukan oleh Walikota dengan 

melibatkan peran masyarak:at. 

(2) Proses pendataan sebagaimana dimaksud pada · yat (1) meliputi: 

a. identifikasi lokasi; dan 

b. penilaian lokasi. 

(3) Identifikasi lokasi dan penilaian lokasi sebagaim a dimaksud pada ayat 

(1) meliputi identifikasi terhadap: 

a. kondisi kekumuhan; 

b. legalitas tanah; dan 

c. pertimbangan lain. 

Paragraf 2 

Pendataan Lokasi 

Pasal 30 

( 1) Identifikasi lokasi sebagaimana dimaksud dal Pasal 29 ayat (2) huruf 

a dilakukan sesuai dengan prosedur pendaman identifikasi lokasi 

Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. 



(2) Proses identifikasi lokasi didahului dengan ide tifikasi Perumahan dan 

Permukiman. 

Pasal 31 

(1) Prosedur pendataan identifikasi lokasi 

Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud 

dilakukan oleh Perangkat Daerah yang be 

mahan Kumuh dan 

ggung jawab dalam 

(2) 

Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Pej ukiman. 

Prosedur pendataan sebagaimana dimaksud J>iada ayat ( 1) dilakukan 

dengan melibatkan peran masyarakat pada lokasi yang terindikasi 

sebagai Perumahan Kumuh dan Permukiman K muh. 

(3) Lokasi yang terindikasi sebagaimana dimaksud ada ayat (2) merupakan 

lokasi yang memiliki tingkat kepadatan yang tidak sesuai dengan 

ketentuan rencana tata ruang. 

(4) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pa a ayat (1) menyiapkan 

format isian identifi.kasi lokasi dan format numerik lokasi Perumahan 

Kumuh dan Permukiman Kumuh. 

Pasal 32 

(1) Identifikasi Perumahan dan Permukiman sebag imana dimaksud dalam 

Pasal 30 ayat (2) merupakan upaya untuk me entukan batasan atau 

lingkup entitas Perumahan dan Permukiman ari setiap lokasi dalam 

suatu wilayah daerah kota. 

(2) Penentuan Perumahan dan Permukiman sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilakukan dengan pendekatan fungsio al melalui identifikasi 

deliniasi. 

Pasal 33 

( 1) Identifikasi kondisi kekumuhan sebagaimana di aksud dalam Pasal 29 

ayat (3) huruf a merupakan upaya untuY menentukan tingkat 

kekumuhan pada Perumahan dan Permukim dengan menemukan 

dan mengenali permasalahan kondisi bangµnan gedung beserta 

Prasarana dan Sarana pendukungnya. 

(2) Identifikasi kondisi kekumuhan sebagaimana imaksud pada ayat (1) 

dilakukan berdasarkan kriteria Perumahan K muh dan Permukiman 

Kum uh. 



Pasal 34 

( 1) Identifikasi legalitas tanah sebagaimana dimak ud dalam Pasal 29 ayat 

(3) huruf b merupakan tahap identifikasi un uk menentukan status 

legalitas tanah pada setiap lokasi Perumahan umuh dan Permukiman 

Kumuh sebagai dasar penentuan bentuk penan 

(2) Identifikasi legalitas tanah sebagaimana di aksud pada ayat ( 1) 

meliputi: 

a. kejelasan status penguasaan tanah; dan 

b. kesesuaian dengan rencana tata ruang. 

(3) Status penguasaan tanah sebagaimana dimaks d pada ayat (2) huruf a 

merupakan kejelasan terhadap status penguasaan tanah berupa: 

a. kepemilikan sendiri, dengan bukti dokumen sertifikat hak atas 

tanah atau bentuk dokumen keterangan s tus tanah lainnya yang 

sah; atau 

b. kepemilikan pihak lain (termasuk milik ad t/ulayat), dengan bukti 

izin pemanfaatan tanah dari pemegang hak atas tanah atau pemilik 

tanah dalam bentuk perjanjian tertulis an a pemegang hak atas 

tanah atau pemilik tanah dengan pemanfa t tanah. 

(4) Kesesuaian dengan rencana tata ruang sebag 'mana dimaksud pada 

ayat (2) huruf b merupakan kesesuaian terhadap peruntukan tanah 

dalam rencana tata ruang, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan 

Rencana Kota. 

Pasal 35 

(1) Identifikasi pertimbangan lain sebagaimana d' aksud dalam Pasal 29 

ayat (3) huruf c merupakan tahap identifikasi ten adap beberapa hal lain 

yang bersifat non fisik untuk menentukan skal!a prioritas penanganan 

Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. 

(2) Identifikasi pertimbangan lain sebagaimana d aksud pada ayat ( 1) 

meliputi aspek: 

a. nilai strategis lokasi; 

b. kependudukan;dan 

c. kondisi sosial, ekonomi, dan budaya. 

(3) Nilai strategis lokasi sebagaimana dimaksud ada ayat (2) huruf a 

merupakan pertimbangan letak lokasi Perumahan atau Permukiman 

pada: 

a. fungsi strategis daerah kota; atau 

b. bukan fungsi strategis daerah kota. 



(4) Kependudukan sebagaimana dimaksud pa huruf b 

merupakan pertimbangan kepadatan pendudu pada lokasi Perumahan 

atau Permukiman dengan klasifikasi: 

a. rendah yaitu kepadatan penduduk di b ah 150 (seratus lima 

puluh) jiwa/ha; 

b. sedang yaitu kepadatan penduduk antar 151-200 (seratus lima 

puluh satu sampai dengan dua ratus) jiwa ha; 

c. tinggi yaitu kepadatan penduduk antara 201-400 (dua ratus satu 

sampai dengan empat ratus) jiwa/ha; dan 

d. sangat padat yaitu kepadatan penduduk d atas 400 (empat ratus) 

jiwa/ha. 

(5) Kondisi sosial, ekonomi, dan budaya sebagaim a dimaksud pada ayat 

(2) huruf c merupakan pertimbangan poten i yang dimiliki lokasi 

Perumahan atau Permukiman berupa: 

a. potensi sosial yaitu tingkat 

mendukung pembangunan; 

masyarakat dalam 

b. potensi ekonomi yaitu adanya kegiatan ekonomi tertentu yang 

bersifat strategis bagi masyarakat setempa; dan 

c. potensi budaya yaitu adanya kegiatan atau arisan budaya tertentu 

yang dimiliki masyarakat setempat. 

Pasal 36 

(1) Penilaian lokasi sebagaimana dimaksud dalam asal 29 ayat (2) huruf b 

dilakukan untuk menilai hasil identifikasi lo si dan skala prioritas 

penanganan berdasarkan aspek: 

a . kondisi kekumuhan; 

b. legalitas tanah; dan 

c. pertimbangan lain. 

(2) Penilaian lokasi berdasarkan aspek kondisi ke1 umuhan sebagaimana 

dimaksud pada ayat ( 1) huruf a mengklasifikasi kondisi kekumuhan 

sebagai berikut: 

a. ringan; 

b. sedang;dan 

c. berat. 

(3) Penilaian lokasi berdasarkan aspek legalita tanah sebagaimana 

dimaksud pada ayat ( 1) huruf b terdiri atas klas 1kasi: 

a. status tanah legal; dan 

b. status tanah tidak legal. 



(4) Penilaian lokasi berdasarkan pertimbangan lai sebagaimana dimaksud 

pada ayat ( 1) huruf c terdiri atas: 

a. pertimbangan lain kategori rendah; 

b. pertimbangan lain kategori sedang; dan 

c. pertimbangan lain kategori tinggi. 

(5) Penilaian lokasi sebagaimana dimaksud 

berdasarkan fonnulasi penilaian dan form lasi penentuan skala 

prioritas penanganan. 

(6) Hasil penilaian lokasi harus mendapatkan ve · ik:asi dari Pemerintah 

Pusat dan Pemerintah Provinsi sesuai dengan ewenangannya sebelum 

ditetapkan. 

(7) Lokasi yang telah dinilai dan diverifikasi di etapkan oleh W alikota 

dengan keputusan Walikota tentang peneta_pan lokasi Perumahan 

Kumuh dan Pennukiman Kumuh. 

Paragraf 3 

Hasil Penetapan Lokasi 

Pasal 37 

(1) Hasil penetapan lokasi sebagaimana dimaksud <ialam Pasal 36 ayat (6) 

dilengkapi dengan: 

a. tabel daftar lokasi Perumahan Kumuh dan Pennukiman Kumuh; 

dan 

b. peta sebaran Perumahan Kumuh dan Pennukiman Kumuh. 

(2) Tabel daftar lokasi sebagaimana dimaksud pad ayat (1) huruf a, berisi 

data terkait nama lokasi, luas, lingkup ad · ·stratif, titik koordinat, 

kondisi kekumuhan, status tanah dan priori s penanganan untuk 

setiap lokasi Perumahan Kumuh ukiman Kumuh yang 

ditetapkan. 

(3) 

(4) 

(5) 

Prioritas penanganan sebagaimana dimaksud pa:da ayat (2) berdasarkan 

hasil penilaian aspek pertimbangan lain. 

Peta sebaran lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufb, dibuat 

dalam suatu wilayah daerah kota berdasarkan I bel daftar lokasi. 

Penetapan lokasi ditindaklanjuti dengan perencanaan penanganan 

Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumu yang dilakukan oleh 

Walikota dengan melibatkan masyarakat serta Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya. 



Bagian Ketiga 

Peninjauan Ulang 

Paragraf 1 

Umum 

Pasal 38 

(1) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud d am Pasal 36 ayat (6) 

dilakukan peninjauan ulang paling sedikit 1 tu) kali dalam 5 (lima) 

tahun. 

(2) Peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan 

melalui proses pendataan ulang lokasi. 

(3) Peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1} dilakukan oleh 

Walikota untuk menilai pengurangan jumlah okasi dan/atau luasan 

Perumahan Kumuh dan Permukiman Kum h sebagai hasil dari 

penanganan yang telah dilakukan, serta pengurangan tingkat 

kekumuhan. 

(4) Pengurangan luasan Perumahan Kumuh d Permukiman Kumuh 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terjadi kare a penguranganjumlah 

lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Ku uh. 

(5) Hasil peninjauan ulang sebagaimana dimaksud ada ayat (3) ditetapkan 

dengan keputusan W alikota. 

Paragraf 2 

Tata Cara Peninjauan Ulang 

Pasal 39 

( 1) Pendataan ulang terhadap lokasi Perumahan K muh dan Permukiman 

Kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) meliputi: 

a. identifikasi ulang lokasi; dan 

b. penilaian ulang lokasi. 

(2) Pendataan ulang sebagaimana dimaksud pada a at ( 1) dilakukan dengan 

mengacu pada keputusan Walikota sebelumnya 

(3) Pendataan ulang sebagaimana dimaksud pada a at ( 1} dilakukan dengan 

menginventarisasi hasil Peningkatan Kualita yang dilakukan oleh 

Setiap Orang terhadap nilai kriteria kekumunan pada setiap lokasi 

Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. 



Pasal 40 

Ketentuan lebih lanjut mengenai format isian idenr tkasi lokasi dan format 

numerik lokasi Perumahan Kumuh dan Permu~r Kumuh sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4), formulasi penil ·an lokasi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 36 ayat (5), format pene pan lokasi Perumahan 

Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana di aksud dalam Pasal 36 

ayat (7) , serta format hasil peninjauan ulang sebagarimana dimaksud dalam 

Pasal 38 ayat ( 5) diatur dengan Peraturan W alikota. 

Bagian Keempat 

Perencanaan Penanganan 

Paragraf 1 

Um um 

Pasal 41 

( 1) Perencanaan penanganan Perumahan Kum uh 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (5) 

a. pers1apan; 

b. surve1; 

c . penyusunan data dan fakta; 

d. analisis; 

Permukiman Kumuh 

e . penyusunan konsep Pencegahan dan Peningkatan Kualitas 

Perumahan Kumuh dan Permukiman Kum 

f. penyusunan rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas 

Perumahan Kumuh dan Permukiman Kum 

(2) Perencanaan penanganan Perumahan Kumuh d Permukiman Kumuh 

sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) harus 1 elibatkan Pemerintah 

Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi sesuai d ngan kewenangannya. 

Paragraf 2 

PenyusunanRencana 

Pasal 42 

( 1) Penyusunan rencana Pencegahan dan Peningka Kualitas Perumahan 

Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

41 ayat ( 1) huruf f paling sedikit memuat: 

a. profil Perumahan kumuh dan Permukiman kumuh; 

b . rumusan permasalahan Perumahan ku uh dan Permukiman 

kumuh; 



c. rumusan konsep Pencegahan dan Peningkajtan Kualitas Perumahan 

kumuh dan Permukiman kumuh; 

d. rencana Pencegahan terhadap tumbu dan berkembangnya 

Perumahan kumuh dan Permukiman kumuh; 

e. rencana Peningkatan Kualitas terhadap Rerumahan kumuh dan 

Permukiman kumuh; 

f. rumusan perencanaan penyediaaan tanah; 

g. rumusan rencana investasi dan pembiay ; dan 

h. rumusan peran pemangku kepentingan. 

(2) Rumusan konsep Pencegahan dan Peningka Kualitas Perumahan 

kumuh dan Permukiman kumuh sebagaimana (iimaksud pada ayat (1) 

huruf c memuat prinsip desain universal. 

(3) Prinsip desain universal sebagaimana dimaksu pada ayat (2) meliputi: 

a. kesetaraan penggunaan ruang; 

b. keselamatan dan keamanan bagi semua; 

c . kemudahan akses tanpa hambatan; 

d. kemudahan akses informasi; 

e . kemandirian penggunaan ruang; 

f. efisiensi upaya pengguna; dan 

g. kesesuaian ukuran dan ruang secara ergonomis. 

(4) Prinsip desain universal sebagaimana dim sud pada ayat (3) 

mempertimbangkan prinsip kebutuhan seluru 

penyandang disabilitas, anak-anak, lanjut usia, dan ibu hamil. 

(5) Rencana Peningkatan Kualitas terhadap Pe mahan kumuh dan 

Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e 

meliputi rencana: 

a . jangka pendek untuk periode 1 (satu) tahun kegiatan, dengan 

muatan rencana aksi tahunan; 

b. jangka menengah untuk periode 1 (satu) hingga 5 (lima) tahun, 

dengan muatan kegiatan rencana umum jangka menengah dan 

rencana aksi tahun pertama; dan 

c. jangka panjang untuk periode lebih dari (lima) tahun kegiatan, 

dengan muatan rencana umum jangka p jang, arahan rencana 

prioritas tahunan, dan rencana aksi tahun pertama. 



Paragraf 3 

Penetapan Rencana 

Pasal 43 

Rencana Peningkatan Kualitas sebagaimana dimaks d pada Pasal 42 ayat (2) 

diatur dalam bentuk Peraturan Walikota seba ai dasar penanganan 

Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. 

Bagian Kelima 

Pola Penanganan 

Paragraf 1 

Umum 

Pasal 44 

(1) Dalam upaya Peningkatan Kualitas terhadap erumahan Kumuh dan 

Permukiman Kumuh, Pemerintah Pusat dan/ tau Pemerintah Daerah 

menetapkan kebijakan, strategi, serta pola pen ganan yang manusiawi, 

berbudaya, berkeadilan, dan ekonomis. 

(2) Pola penanganan sebagaimana dimaksud 

hasil penilaian aspek kondisi kekumuhan dan 

ayat ( 1) berdasarkan 

pek legalitas tanah. 

(3) Pola penanganan sebagaimana dimaksud pad ayat ( 1) direncanakan 

dengan mempertimbangkan tipologi ahan Kumuh dan 

Permukiman Kumuh. 

(4) Pola penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. pemugaran; 

b. peremajaan; atau 

c. pemukiman Kembali. 

(5) Pemugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilakukan 

untuk Perbaikan dan/ atau pembangunan kem ali Perumahan Kumuh 

dan Permukiman Kumuh menjadi Perumahan dan Permukiman yang 

layak huni. 

(6) Peremajaan dan Pemukiman Kembali sebagaim a dimaksud pada ayat 

(4) huruf b dan huruf c dilakukan untuk me ·udkan kondisi rumah, 

Perumahan, dan Permukiman yang lebih 

keselamatan dan keamanan penghuni dan mas~arakat sekitar. 



(7) Pelaksanaan Pernugaran, Perernajaan, dan/a u Pernukirnan Kernbali 

dilakukan dengan rnernperhatikan rneliputi: 

a. hak keperdataan rnasyarakat terdarnpak; 

b. kondisi ekologis lokasi; dan 

c. kondisi sosial, ekonomi, dan budaya rnasy 

(8) Pola penanganan sebagairnana dirnaksud pada ayat (4) dilakukan oleh 

Pernerintah Pusat dan/atau Pernerintah 

kewenangannya dengan rnelibatkan peran rnasYi akat. 

Pasal 45 

sesuai dengan 

Pola penanganan sebagairnana dimaksud dalam 

dengan ketentuan: 

a. dalarn hal lokasi rnerniliki klasifikasi kekum han berat dan sedang 

dengan status tanah legal, pola penanganan yang dilakukan yaitu 

Perernajaan; 

b. dalarn hal lokasi rnerniliki klasifikasi kekurn han berat dan sedang 

c. 

d. 

dengan status tanah ilegal, pola penangan yang dilakukan yaitu 

Pernukirnan Kernbali; 

dalarn hal lokasi rnemiliki klasifikasi kekumuhl ringan dengan status 

tanah legal, pola penanganan yang dilakukan yfu Pemugaran; dan 

dalarn hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuh ringan dengan status 

tanah ilegal, pola penanganan yang dilaku an yaitu Pemukiman 

Kembali. 

Pasal 46 

Pola penanganan Perumahan Kumuh dan Perm · an Kumuh dengan 

mempertimbangkan tipologi sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 44 ayat (3) 

diatur dengan ketentuan: 

a. dalarn hal lokasi termasuk dalarn tipologi P rumahan Kumuh dan 

Permukiman Kumuh di atas air, penanganan yang dilakukan harus 

memperhatikan karakteristik daya guna, daya ukung, daya rusak air 

serta kelestarian air; 

b. dalarn hal lokasi termasuk dalarn tipologi P rumahan Kumuh dan 

Permukirnan Kurnuh di tepi air, penanganan yang dilakukan harus 

memperhatikan karakteristik daya dukung tanah tepi air, pasang surut 

air serta kelestarian air dan tanah; 

c. dalarn hal lokasi termasuk dalarn tipologi P rumahan Kumuh dan 

Permukirnan Kumuh di dataran rendah, pen ganan yang dilakukan 

harus rnemperhatikan karakteristik daya duklllng tanah, jenis tanah 

serta kelestarian tanah; 



d. dalam hal lokasi termasuk dalam tipologi P rumahan Kumuh dan 

Permukiman Kumuh di perbukitan, penangan yang dilakukan harus 

memperhatikan karakteristik 

tanah serta kelestarian tanah; 

dukung tanah, jenis 

e. dalam hal lokasi termasuk dalam tipologi Perumahan Kumuh dan 

Permukiman Kumuh di kawasan rawan benoana, penanganan yang 

dilakukan harus memperhatikan karakteris , kebencanaan, daya 

dukung tanah, jenis tanah serta kelestarian tanah. 

Pasal 47 

Dalam mendukung keberhasilan pola penanganan erumahan Kumuh dan 

Permukiman Kumuh, dilaksanakan penanganan non fisik yang terkait. 

Paragraf 2 

Pemugaran 

Pasal 48 

(1) Pemugaran sebagaimana dimaksud dalam PaSal 44 ayat (4) huruf a 

merupakan kegiatan Perbaikan rumah, Prasamna, Sarana, dan/atau 

Utilitas Umum untuk mengembalikan fungsi se agaimana semula. 

(2) Pemugaran sebagaimana dimaksud pada aya (1) dilakukan melalui 

tahap: 

a. pra konstruksi; 

b. konstruksi; dan 

c. pasca konstruksi. 

Pasal 49 

(1) Pemugaran pada tahap pra konstruksi sebag · ana dimaksud dalam 

Pasal 48 ayat (2) huruf a meliputi: 

a. identifikasi permasalahan dan kajian kebu han Pemugaran; 

b . sosialisasi dan rembuk warga pada masyar at terdampak; 

c. pendataan masyarakat terdampak; 

d . penyusunan rencana Pemugaran; dan 

e. musyawarah untuk penyepakatan. 

(2) Pemugaran pada tahap konstruksi sebagaiman dimaksud dalam Pasal 

48 ayat (2) huruf b meliputi: 

a. proses pelaksanaan konstruksi; dan 

b . pemantauan dan evaluasi pelaksanaan konstruksi. 



(3) Pemugaran pada tahap pasca konstruksi sebag imana dimaksud dalam 

Pasal 48 ayat (2) huruf c meliputi: 

a. pemanfaatan; dan 

b. pemeliharaan dan perbaikan. 

Paragraf 3 

Peremajaan 

Pasal 50 

(1) Peremajaan sebagaimana dimaksud dalam PaSal 43 ayat (1) huruf b 

dilakukan melalui pembongkaran dan penat¥n secara menyeluruh 
terhadap rumah, prasarana, sarana, dan/ atau tlitilitas um um. 

(2) Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) harus dilakukan 

dengan terlebih dahulu menyediakan tempat tinggal sementara bagi 

masyarakat terdampak. 

(3) Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui 

tahap: 

a . pra konstruksi; 

b . konstruksi; dan 

c . pasca konstruksi. 

Pasal 51 

(1) Peremajaan pada tahap pra konstruksi sebag mana dimaksud dalam 

Pasal 50 ayat (3) huruf a meliputi: 

a . identifikasi permasalahan dan kajian kebuttuhan peremajaan; 

b. penghunian sementara untuk masyarakat erdampak; 

c . sosialisasi dan rembuk warga pada masyar t terdampak; 

d. pendataan masyarakat terdampak; 

e . penyusunan rencana peremajaan; dan 

f . musyawarah dan diskusi penyepakatan. 

(2) Peremajaan pada tahap konstruksi sebagaiman dimaksud dalam Pasal 

50 ayat (4) huruf b meliputi: 

a . proses ganti rugi bagi masyarakat terd pak berdasarkan hasil 

kesepakatan; 

b . penghunian sementara masyarakat terdam ak pada lokasi lain; 

c . proses pelaksanaan konstruksi Peremajaan pada lokasi 

Permukiman eksisting; 

d . pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kon truksi Peremajaan; dan 

e. proses penghunian kembali masyarakat tertlampak. 



(3) Peremajaan pada tahap pasca konstruksi sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 50 ayat (4) huruf c meliputi: 

a. pemanfaatan; dan 

b. pemeliharaan dan perbaikan. 

Paragraf 4 

Pemukiman Kembali 

Pasal 52 

(1) Pemukiman Kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) 

huruf c dilakukan melalui pembangunan dan penataan secara 

menyeluruh terhadap rumah, Prasarana, Sa a, dan/ atau Utilitas 

Umum pada lokasi baru yang sesuai dengan re 

(2) Pemukiman Kembali sebagaimana dimaksu 

dilakukan dengan terlebih dahulu 

sementara bagi masyarakat terdampak. 

(3) Pemukiman Kembali sebagaimana dimaksud 

melalui tahap: 

a. pra konstruksi; 

b. konstruksi; dan 

c. pasca konstruksi. 

Pasal 53 

ayat ( 1) harus 

tempat tinggal 

(1) Pemukiman Kembali pada tahap pra konstruksi sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 52 ayat (3) huruf a meliputi: 

a. kajian pemanfaatan ruang dan/ atau kaji legalitas tanah; 

b. penghunian sementara untuk masyarak t di perumahan dan 

permukiman kumuh pada lokasi rawan be cana; 

c. sosialisasi dan rembuk warga pada masyarakat terdampak; 

d. pendataan masyarakat terdampak; 

e. penyusunan rencana permukiman baru, encana pembongkaran 

permukiman eksisting dan rencana pe aksanaan pemukiman 

kembali; dan 

f. musyawarah dan diskusi penyepakatan. 

(2) Pemukiman Kembali pada tahap konstruksi ebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 52 ayat (3) huruf b meliputi: 

a. proses ganti rugi bagi masyarakat terdampak sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan 

b. proses legalisasi tanah pada lokasi pemuki an baru; 



c. proses pelaksanaan konstruksi pembangunan Perumahan dan 

Permukiman baru; 

d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 1 onstruksi Pemukiman 

Kembali; 

e. proses penghunian kembali masyarakat te dampak; dan 

f. proses pembongkaran pada lokasi pemu 

(3) Pemukiman Kembali pada tahap pasca 

dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) huruf c melip ti: 

a. pemanfaatan; dan 

b. pemeliharaan dan perbaikan. 

Paragraf 5 

Dukungan Kegiatan Non Fisi 

Pasal 54 

sebagaimana 

Penanganan non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 7, diidentifikasi 

sesuai dengan kebutuhan sebagai rekomendasi bagi nstansi yang 

berwenang untuk peningkatan kualitas perumahan . umuh dan 

permukiman kumuh. 

Pasal 55 

Ketentuan lebih lanjut mengenai pola penanganan bagaimana dimaksud 

dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 53 d bentuk rekomendasi 

penanganan nonfisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 diatur dengan 

Peraturan Walikota. 

Bagian Keenam 

Pengelolaan 

Paragraf 1 

Um um 

Pasal 56 

( 1) Pasca peningkatan kualitas terhadap pe mahan kumuh dan 

permukiman kumuh dilakukan pengelolaan illtuk mempertahankan 

dan menjaga kualitas perumahan dan permukiman secara 

berkelanjutan. 

(2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada a at ( 1) dilakukan oleh 

masyarakat secara swadaya. 

(3) Pengelolaan dapat difasilitasi oleh Daerah untuk 

meningkatkan keswadayaan masyarakat dalam engelolaan perumahan 

dan permukiman layak huni. 



(4) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( ) terdiri atas: 

a. pembentukan kelompok Swadaya masyar 

b. pemeliharaan dan perbaikan. 

Paragraf 2 

Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat 

Pasal 57 

( 1) Pembentukan kelompok swadaya masyarakat ebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 56 ayat (4) pakan upaya untuk 

mengoptimalkan peran masyarakat dalam me gelola perumahan dan 

permukiman layak huni dan berkelanjutan se untuk mengoptimalkan 

peran masyarakat dalam peningkatan kualital terhadap perumahan 

kumuh dan permukiman kumuh. 

(2) Pembentukan kelompok swadaya masyarakat ebagaimana dimaksud 

pada ayat ( 1) dilakukan pada tingkat komuni s sampai pada tingkat 

daerah sebagai fasilitator pengelolaan perum an dan permukiman 

layak huni. 

(3) Pembentukan kelompok swadaya masyarakat ebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) dibentuk berdasarkan peraturan nerundang-undangan. 

(4) Pembentukan kelompok swadaya masyarakat dapat difasilitasi oleh 

Pemerintah Daerah. 

(5) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) · akukan dalam bentuk: 

a. penyediaan dan sosialisasi norma, standar, pedoman, dan kriteria; 

b. pemberian bimbingan, pelatihan/penyu han, supervisi, dan 

konsultasi; dan/ atau 

c. pemberian kemudahan dan/atau bantuan. 

(6) Kelompok swadaya masyarakat dibiayai ecara swadaya oleh 

masyarakat. 

(7) Pembiayaan kelompok swadaya masyarakat selain secara swadaya oleh 

masyarakat, dapat diperoleh melalui kontribusi 

(8) Kelompok swadaya masyarakat dibentuk ol h masyarakat secara 

swadaya atau atas prakarsa Pemerintah Pusa dan/ atau Pemerintah 

Daerah. 

(9) Pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak perlu 

dilakukan dalam hal sudah terdapat kelompok swadaya masyarakat 

yang seJen1s. 

( 10) Pembentukan kelompok swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peratur perundang-undangan. 



Paragraf 3 

Pemeliharaan dan Perbai 

Pasal 58 

( 1) Pemeliharaan dan Perbaikan sebagaimana diniaksud dalam Pasal 56 

ayat (4) huruf b merupakan upaya menjaga ondisi perumahan dan 

permukiman yang layak huni dan berkelanjutari. 

(2) Pemeliharaan dan perbaikan sebagaimana ct· aksud pada ayat (1) 

dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan rundang-undangan. 

BAB IV 

KERJA SAMA, PERAN MASYARAKAT, DANK ' ARIFAN WKAL 

Bagian Kesa.tu 

Kerja Sama 

Pasal 59 

Dalam upaya pencegahan dan peningkatan kuali s terhadap perumahan 

kumuh dan permukiman kumuh dapat dilaku 

Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dengan: 

a. pihak swasta; 

b. organisasi kemasyarakatan; atau 

c. lembaga nonpemerintah lainnya. 

Bagian Kedua 

Peran Masyarakat 

Pasal 60 

kerja sama antara 

( 1) Peran masyarakat dalam pencegahan te hadap tumbuh dan 

berkembangnya perumahan kumuh dan permu · an kumuh dilakukan 

pada tahap pengawasan dan pengendalian. 

(2) Peran masyarakat dalam peningkatan kualita terhadap perumahan 

kumuh dan permukiman kumuh dilakukan pad 

a. penetapan lokasi perumahan kumuh dan 

b. perencanaan penanganan perumahan ku1 uh dan permukiman 

kumuh; 

c. penanganan perumahan kumuh dan perm kiman kumuh; dan 

d. pengelolaan untuk mempertahankan kualitas 

perumahan dan permukiman secara berkel jutan. 
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Pasal 61 

Peran masyarakat pada tahap pengawasan dan pe gendalian sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) dapat meliputi: 

a. berpartisipasi aktif menjaga kesesuaian pe inan dari bangunan, 

perumahan dan permukiman pada tahap Mrencanaan serta turut 

membantu Pemerintah Daerah dalam pengaw san dan pengendalian 

kesesuaian perizinan dari perencanaan bangu an gedung, perumahan 

dan permukiman di lingkungannya; 

b. berpartisipasi aktif menjaga kesesuaian stand teknis dari bangunan, 

perumahan dan permukiman pada tahap pe bangunan serta turut 

membantu Pemerintah Daerah dalam pengaw san dan pengendalian 

kesesuaian standar teknis bangunan gedung, 1 rasarana, sarana, dan 

utilitas umum di lingkungannya; dan/atau 

c. berpartisipasi aktif menjaga kesesuaian kel fungsi bangunan 

gedung, prasarana, sarana, dan utilitas umum ada tahap pemanfaatan 

di lingkungannya. 

Pasal 62 

Peran masyarakat pada tahap penetapan lokasi p,erumahan kumuh dan 

permukiman kumuh sebagaimana dimaksud dalam Jl>asal 60 ayat (2) huruf a 

dapat melipu ti: 

a. berpartisipasi pada proses pendataan lokasi erumahan kumuh dan 

permukiman kumuh, dengan mengikuti su ei lapangan dan/ atau 

memberikan data dan informasi yang dibu 1uhkan sesuai dengan 

b. 

ketentuan peraturan perundang-undangan; d 

memberikan pendapat terhadap hasil peneta 

kumuh dan permukiman kumuh dengan da 

a tau 

perumahan 

pertimbangan berupa 

dokumen atau data dan informasi terkait y 1 g telah diberikan saat 

proses pendataan. 



Pasal 63 

Peran masyarakat pada tahap perencanaan penang an perumahan kumuh 

dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) 

huruf b dapat meliputi: 

a. berpartisipasi aktif dalam pembahasan yang dil 

perencanaan penanganan perumahan kumuh d · permukiman kumuh; 

b. memberikan pendapat dan pertimbangan epada instansi yang 

berwenang dalam penyusunan rencana penang nan perumahan kumuh 

dan permukiman kumuh; 

c. memberikan dukungan pelaksanaan rencana @enanganan perumahan 

kumuh dan permukiman kumuh pada lokas terkait sesuai dengan 

kewenangannya;dan/atau 

d. menyampaikan pendapat dan pertimbangan te hadap hasil penetapan 

rencana penanganan perumahan kumuh d permukiman kumuh 

dengan dasar pertimbangan berupa dokumen tau data dan informasi 

terkait yang telah diajukan dalam proses penyu unan rencana. 

Pasal 64 

Peran masyarakat pada tahap penanganan pe mahan kumuh dan 

permukiman kumuh sebagaimana dimaksud dalam asal 60 ayat (2) huruf c 

dilakukan dalam proses pemugaran, peremajaan, dan/ atau pemukiman 

kembali. 

Pasal 65 

Dalam proses pemugaran, peremajaan, dan/atau pemukiman kembali 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, masyarakat apat: 

a. berpartisipasi aktif dalam sosialisasi dan rembuk warga pada 

masyarakat yang terdampak; 

b. berpartisipasi aktif dalam musyawarah dan diskusi penyepakatan 

rencana pemugaran, peremajaan, dan/ atau pemukiman kembali; 

c. berpartisipasi dalam pelaksanaan pemugaran, peremajaan, dan/atau 

pemukiman kembali baik berupa dana, tenaga aupun material; 

d. membantu Pemerintah Daerah dalam upaya nyediaan tanah yang 

berkaitan dengan proses pemugaran, peremajaay, dan/atau pemukiman 

kembali terhadap rumah, prasarana, sarana, dah/ atau utilitas umum; 

e. membantu menjaga ketertiban dalam pel sanaan pemugaran, 

peremajaan, dan/atau pemukiman kembali; 



f. mencegah perbuatan yang dapat menghambat tau menghalangi proses 

pelaksanaan pemugaran, peremajaan, dan/a u pemukiman kembali; 

dan/atau 

g. melaporkan perbuatan sebagaimana dimaksu dalam huruf f kepada 

instansi berwenang agar proses pemugaran, peremajaan, dan/ atau 

pemukiman kembali dapat berjalan lancar. 

Pasal 66 

Peran masyarakat pada tahap pengelolaan sebag · ana dimaksud dalam 

Pasal 60 ayat (2) huruf d dapat meliputi: 

a. berpartisipasi aktif pada berbagai program Pe erintah Daerah dalam 

pemeliharaan dan perbaikan di setiap lokasi erumahan kumuh dan 

permukiman kumuh yang telah tertangani; 

b. berpartisipasi aktif secara swadaya dalam kelompok 

swadaya masyarakat pada upaya pemeliharaan dan perbaikan baik 

berupa dana, tenaga maupun material; 

c. menjaga ketertiban dalam pemeliharaan dan rbaikan rumah serta 

prasarana, sarana, dan utilitas umum di peruT an dan permukiman; 

mencegah perbuatan yang dapat menghambat tau menghalangi proses d. 

e. 

pelaksanaan pemeliharaan dan perbaikan; dan atau 

melaporkan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf d , kepada 

instansi berwenang agar proses pemelihar 

berjalan lancar. 

Bagi.an Ketiga 

Kearifan Lokal 

Pasal 67 

dan perbaikan dapat 

( 1) Peningkatan kualitas perumahan kumuh permukiman kumuh 

dilakukan dengan mempertimbangkan keari£ lokal yang berlaku di 

Kota Singkawang dengan tidak bertentangan patla ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kearifan lokal sebagaimana dimaksud 

pada ayat ( 1) diatur dengan Peraturan W alikota. 



BAB VI 

PENUTUP 

Pasal 68 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di ndangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan ~ngundangan Peraturan 

Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Da Kota Singkawang. 

Diundangkan di Singkawang 

pada tanggal 20 Desember 2018 

SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG, 

ttd 

SUMASTRO 

di Singkawang 
al 20 Desember 2018 

OTA SINGKAWANG, 
ttd 

HAI CHUI MIE 

LEMBARAN DERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2cns NOMOR 8 

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWAN 

PROVINS! KALIMANTAN BARAT: (8/2018) 

Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM, 

YASMALIZAR, S.H. 

NIP. 19681016 199803 1 004 
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PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KOTA SING ANG 

NOMOR 8 TAHUN 2018 

TENTANG 

PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALIT . S TERHADAP 

PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIM KUMUH 

I. UMUM 

Kota Singkawang merupakan salah sa kota yang memiliki 

permasalahan permukiman kumuh di perkota Penanganan kawasan 

kumuh tersebut sudah selayaknya dilaksanak dalam menghilangkan 

luasan kawasan kumuh. Agar masyarakat mamp bertempat tinggal serta 

mampu menghuni rumah yang layak dan terjan au di lokasi perumahan 

dan kawasan permukiman yang sehat, aman, h onis, dan berkelanjutan. 

Pasal 28 H UUD 1945 menjelaskan bah a "setiap orang berhak 

hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan 

lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berha memperoleh pelayanan 

kesehatan". Berdasarkan amanat terse but, Pe erintah Daerah Kota 

Singkawang melaksanakan percepatan pen permasalahan 

kawasan permukiman kumuh dengan membeni uk "Peraturan Daerah 

tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualita terhadap Perumahan 

Kumuh dan Permukiman Kumuh", yang bertu·uan sebagai landasan 

operasional dalam mencegah munculnya peyumahan kumuh dan 

permukiman kumuh baru serta meningka~ kualitas terhadap 

perumahan kumuh dan permukiman kumuh agar menjadikan lingkungan 

hunian yang layak huni. 

Peraturan Daerah tentang pencegahan d peningkatan kualitas 

perumahan kumuh dan permukiman kumuh p da prinsipnya memiliki 

muatan pengaturan spesifikasi yang terdiri d · aspek pencegahan, 

peningkatan kualitas melalui pendekatan pola- · la penanganankualitas 

infrastruktur perumahan dan kawasan permuldman serta pengelolaan 

pasca penanganan. 

Pencegahan terhadap tumbuh dan berk mbangnya perumahan 

kumuh dan permukiman kumuh baru dilakukan l!lntuk mempertahankan 



IL 

perumahan dan permukiman yang telah dib gun agar tetap terjaga 

kualitasnya. Sedangkan peningkatan kualitas terh dap perumahan kumuh 

dan permukiman kumuh dilakukan untuk me ·udkan perumahan dan 

kawasan permukiman yang · gkungan yang sehat, 

aman, serasi, dan teratur. 

Dengan hadirnya Peraturan Daerah · ' i, maka pelaksanaan 

pencegahan dan peningkatan kualitas harus dil kan oleh para pelaku 

pembangunan sesuai dengan ketentuan didalam . a, serta selaras dengan 

tugas dan wewenang masing-masing dari pelaku j:\embangunan. 

PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 

Cukup Jelas 

Pasal 2 

Cukup Jelas 

Pasal 3 

CukupJelas 

Pasal 4 

CukupJelas 

Pasal 5 

CukupJelas 

Pasal 6 

Cukup Jelas 

Pasal 7 

CukupJelas 

Pasal 8 

CukupJelas 

Pasal 9 

CukupJelas 

Pasal 10 

Cukup Jelas 

Pasal 11 

Cukup Jelas 



Pasal 12 

CukupJelas 

Pasal 13 

CukupJelas 

Pasal 14 

Cukup Jelas 

Pasal 15 

Cukup Jelas 

Pasal 16 

Cukup Jelas 

Pasal 17 

Cukup Jelas 

Pasal 18 

Cukup Jelas 

Pasal 19 

Cukup Jelas 

Pasal 20 

Cukup Jelas 

Pasal 21 

Cukup Jelas 

Pasal 22 

Cukup Jelas 

Pasal 23 

Cukup Jelas 

Pasal 24 

Cukup Jelas 

Pasal 25 

Cukup Jelas 

Pasal 26 

Cukup Jelas 

Pasal 27 

Cukup Jelas 



Pasal 28 

Cukup Jelas 

Pasal 29 

Cukup Jelas 

Pasal 30 

Cukup Jelas 

Pasal 31 

Cukup Jelas 

Pasal 32 

Cukup Jelas 

Pasal 33 

Cukup Jelas 

Pasal 34 

Cukup Jelas 

Pasal 35 

Cukup Jelas 

Pasal 36 

Cukup Jelas 

Pasal 37 

Cukup Jelas 

Pasal 38 

Cukup Jelas 

Pasal 39 

Cukup Jelas 

Pasal 40 

Cukup Jelas 

Pasal 41 

Cukup Jelas 

Pasal 42 

Cukup Jelas 

Pasal 43 

Cukup Jelas 



Pasal 44 

Cukup Jelas 

Pasal 45 

CukupJelas 

Pasal 46 

Cukup Jelas 

Pasal 47 

Cukup Jelas 

Pasal48 

Cukup Jelas 

Pasal 49 

Cukup Jelas 

Pasal 50 

Cukup Jelas 

Pasal 51 

Cukup Jelas 

Pasal 52 

Cukup Jelas 

Pasal 53 

Cukup Jelas 

Pasal 54 

Cukup Jelas 

Pasal 55 

Cukup Jelas 

Pasal 56 

Cukup Jelas 

Pasal 57 

Cukup Jelas 

Pasal 58 

Cukup Jelas 

Pasal 59 

Cukup Jelas 



Pasal 60 

Cukup Jelas 

Pasal 61 

CukupJelas 

Pasal 62 

Cukup Jelas 

Pasal 63 

CukupJelas 

Pasal 64 

Cukup Jelas 

Pasal 65 

Cukup Jelas 

Pasal 66 

CukupJelas 

Pasal 67 

Cukup Jelas 

Pasal 68 

Cukup Jelas 


